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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 181/PMK.05/2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 164 /PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

Menimbang

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan telah
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas
luar negeri secara lebih efisien dan efektif dengan tetap

memperhatikan  prinsip good governance, perlu
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Mengingat

melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 164 /PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Perjalanan Dinas Luar Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 164 /PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);



Menetapkan

2019, No.1547

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
227 /PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146), diubah sebagai
berikut):

1. Ketentuan BAB IXA diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB IXA
PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Pasal 29

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan
Dinas Pindah tidak dapat dilaksanakan karena
alasan tertentu, pelaksanaan Perjalanan Dinas
Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah dapat
dilakukan pembatalan.

(2) Pembatalan untuk Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan surat pernyataan pembatalan yang
diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan Surat
Tugas.

(3) Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
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(4)

(6)

a. adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang
sangat mendesak/penting dan tidak dapat
ditunda; dan/atau

b. sebab lainnya yang disertai dengan dokumen
pendukung yang relevan dengan alasan
pembatalan.

Pembatalan untuk Perjalanan Dinas Pindah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan surat pernyataan pembatalan yang
diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan surat
keputusan pindah atau pejabat yang ditunjuk.

Pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

dalam hal:

a. adanya pembatalan surat keputusan pindah;
dan/atau

b. sebab lainnya yang disertai dengan dokumen
pendukung yang relevan dengan alasan
pembatalan.

Biaya yang timbul atas pembatalan pelaksanaan

Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas

Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan.

Dalam pembebanan biaya pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) untuk Perjalanan Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf

a, Pelaksana SPD menyampaikan dokumen kepada

PPK sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Jabatan dari pejabat yang menerbitkan
Surat Tugas, yang dibuat sesuai format
tercantum dalam Lampiran huruf E yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

b. dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan atas dasar
undangan dari pihak lain, Surat Pernyataan

Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan



(8)
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dilampiri dengan surat undangan atau surat
pemberitahuan pembatalan dari pihak
pengundang;

dalam hal pembatalan Perjalanan Dinas
Jabatan atas sebab lainnya, Surat Pernyataan
Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
dilampiri dengan dokumen pendukung yang
relevan;

Surat Pernyataan Pembebanan Biaya
Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang
ditandatangani oleh PPK, yang dibuat sesuai
format tercantum dalam Lampiran huruf F yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini; dan

Pernyataan/tanda bukti besaran biaya

pembatalan yang disahkan oleh PPK.

Dalam pembebanan biaya pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) untuk Perjalanan Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf

b, Pelaksana SPD menyampaikan dokumen kepada

PPK sebagai berikut:

a.

Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Pindah dari pejabat yang menerbitkan
surat keputusan pindah atau pejabat yang
ditunjuk, yang dibuat sesuai format tercantum
dalam Lampiran huruf E yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

dalam hal pembatalan Perjalanan Dinas Pindah
atas sebab lainnya, Surat Pernyataan
Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Pindah
dilampiri dengan dokumen pendukung yang
relevan;

Surat Pernyataan Pembebanan Biaya
Pembatalan Perjalanan Dinas Pindah yang
ditandatangani oleh PPK, yang dibuat sesuai

format tercantum dalam Lampiran huruf F yang



